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PERIODE TAHUN 20/22-20/24

BUPATI TRENGGALEK'

Menimbang a . bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

serta digitalisasi, telah merubah pola perilaku individu dan

sosialsertamenggeserbudayamasyarakatdalam
mendapatkan berbagai informasi dan diseminesi informasi

melalui media berbasis internet dan media sosial yang

sangat cepat dan masif, membawa dampak negatif berupa

banjir misinformasi dan disinformasi' kabar bohong atau

hoaxsertaujarankebencianyangsanggupmeruntuhkan
sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara;

b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud

dalam huruf a, perlu dilakukan antisipasi dengan upaya-

upaya klarifikasi, verifikasi fakta

hasilnya secara masif kePada

memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat

di KabuPaten Trenggalek;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud

dalam huruf b, dalam rangka antisipasi dan memberikan

edukasidanliterasidigitalkepadamasyarakat,perlu
dilakukan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi lintas

sektoral dalam menghadapi disrupsi dan digitalisasi

informasi melalui dibentuknya komite komunikasi digital;

dan mendistribusikan

publik serta sekaligus

C

BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dearah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota

Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1965 Nomor

19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

273o);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaiman telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Komite Komunikasi Digital

Kabupaten Trenggalek Periode Tahun 2022-2024;



a

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 terrtang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O22 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 20O8 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 18, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}lun 2Ol9

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang

Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);



9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O14 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2O2l tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara

2021 Nomorl86);

Repubtik Indonesia Tahun

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1o2);

1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15

tentang Pembentukan . Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 20la tentang

Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

t762);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5

Tahun 2O2O terltarLg Penyelenggaran Sistem Elektronik

Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10

Tahun 2O2l tentatg Perubahan Atas Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2O2O teltang

Penyelenggaran Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554);
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MenetaPkan

KESATU

KEDUA

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2O16 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (l'embaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13' Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 18);

15.PeraturanDaerahKabupatenTrenggalekNomorlltahun
2O1g tentang Pelayanan Publik (lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11' Tambahan

Lrmbaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1O7);

MEMUTUSKAN

KomiteKomunikasiDigitalKabupatenTrenggalekPeriode
Tahun2o22.2o24denganSusunankeanggotaansebagaimana

tercantumdalamLampiranyangmerupakanbagiantidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini'

Komite sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

Keputusan BuPati ini bertugas:

a.merumuskankebijakan,strategidanprogrammonitoring,
evaluasi,klarifikasi,sertaverilikasiinformasiyangberedar

di masyarakat dalam platform digital:

b. memantau dan memverifikasi konten digital dari media

berbasis internet dan media sosial;

c. melakukan diseminasi hasil verifikasi dan klarifikasi serta

olah konten digital kepada publik secara luas;

d. melakukan edukasi dan literasi digital kepada seluruh

unsur dan laPisan masyarakat;

e. menjalankan fungsi mediasi dan memberikan

pertimbangan kepaada aparat penegak hukum terkait misi
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informasi dan disinformasi yang beredar di ruang publik

melalui platform media sosial;

f. mengkoodinasikan dan mengorganisasikan kegiatan

penanganan misinformasi dan disinformasi, taax' maupun

ujaran kebencian secara preuentif dan restoratif;

g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas temuan

kabar bohong, disinformasi dan misimformasi yang

memerlukan penganan lebih lanjut terkait kebenaran

informasi;

h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Komite

Komunikasi Digital Kabupaten Trenggalek;

i. membentuk Sekretariat sesuai Kebutuhan; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

KETIGA

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada ditetaPkan.

DitetaPkan ggalek

pada Sentab er 2C22

BUPATI GGALEK,

M NUR ARIFIN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Trenggalek tahun berkenaan serta sumber

dana lain yang sah dan tidak mengikat'
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Dosen STIT
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1. Kepala Bagian Prokopim Sekretariat

Daerah KabuPaten Trenggalek

2. Kepala Bidang PIKP Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Trenggalek
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Komunikasi Publik Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Trenggalek
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Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Trenggalek
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